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ABSTRAK

PEMBERHENTIAN PRESIDEN MENURUT
UNDANG-UNDANG 1945
{ Studi Kasus Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid )

( Yosep Wiharman, 03140164, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
hal: 69, 20099

Ketika pembahasan perubahan ketign ULID 1945, terjadi  peristiwa
ketatanegaraan yang hesar di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid
diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MNamun kasus
pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid ini masih menyisakan persoaian di
seputar pemberhentian ini menyangkut persoalun konstitusionalnya. Permasalahan
vang diangkat dalam penelitian tu adalah bagaimanakah aspek konstitusional
pemberhentian  Presiden  Abdurrahman Wahid ditinjau  dari  hukum  tata
Negara, Penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum normatif. Dari penelitian
yang dilakukan diperoleh hasil bahwa teryata proses pemberhentian Presiden
Abdurrahman Wahid sudah dilakukan sccara kenstitusional. Kemudian, bahwa
UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai prosedur pemberhentian
presiden di tengah masa jabatannya. UL 1945 hanya memberikan satu Ketentuan
tentang kemungkinan pemberhentian presiden di tenpah masa jabatannya, yakni
Pasal 8 yang berbunyi, “Jika Presiden manghkal, berhenti atau tidak dupal
melakukan kewajibannya dalam mase jobatannya, diganti olel Wakil Presiden
sampai  kabis  waktonya”. Dilihat  dari proses  pemberhentian  Presiden
Abdurrahman Wahid terlihat bahwa pemberhentian presiden dibawah UUD 1945
sebelum perubaban ketiga, mencerminkan ciri parlementer. Untuk it perfu
dilakukan pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Sebaiknya materi
pemberhentian presiden diatur dalam UUD 1945, Terakhir untuk mencapai semus
itu, perubahan UUD 1945 mesti perlu dilakukan untuk mengakomodic semua
vang telah disebutkan di atas.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnva rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi.
Banyvak kalangan berharap kehidupan ketalanegaraan pasca Orde Baru akan lebib
baik. Rezim vang telah berkuasa selama lebih kurang 32 tabun, akhimya tumbang
oleh kekuatan pro demokrasi.

Reformasi dimulal dengan amandemen LUD 1945 sebagai norma hukum
tertinggi sehapai suaty keniscayaan sejarsh, Untuk i sejak Tahun 1999 telah
dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, Sementara amandemen konstitusi
berjalan, sebuah peristiwa ketstanegaraan yang besar terjadi.  Presiden
Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannva sebagai Presiden Republik
Indonesia (RI).

Setelah Presiden Soeharte mengundurkan din, maka secara konstitustonal
kedudukannva digantikan oleh Wakil Presiden B, J Habibie sampai masa
jabatannya berakhir. Namun, perjalanannya sebagai Presiden penggant tdaklah
berjalan mulus. MPR menolak pidato pertanggungiawabannya, Lewat Pemilu
pada Tahun 1999 yang dipercepat, maka Indonesia memilih Presidennya yang
keempat, vaitu KH Abdurrahman Wahid.

Maka, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden setelah B, I Habibie,
Mamun, keadaan kepemimpinannya tidaklah lebih baik dan Presiden sebelumnya,
Belum habis masa jabatannya, Abdurrabman Wahid “dipecat’ oleh MPE., karena

dianggap telah melanggar  “haluan  negara dan  UUDY.  Pemberhentian



Abdurrshman Wahid sebazai Presiden menuai reaksi dari musvarakat, Sebagian
meminta Abdurmabman Wahid diberbentikan sebapai Presiden dan sebagian lagi
mendukung Abdurrahman Wahid untuk terus menduduki jabatannya, Perbedasn
pendapal ini bahkan melahirkan Kisrub yang coXup serius. batk di ingka clin
politik maupun i tingkat grass coer ( okar rumpual 1! Kasus pemberhention
Presiden secara tidak normal ini dalam sejaroh ketatanegarsan Indonesia jugza
\erjadi pada Presiden pertama Indonesta, vaitu Sockarno.”

Pengeunasn kewenangan MPR  dalam  memberhentikan  Abdurrahman
Wahid schagai Presiden. dipicu oleh beberapa kondisi. Baru sekitar satu tahun
Ahdureahman Wahid menduduki kuersi Presiden R1, beliau mulai diterpa heberapa
skandal Dang Yavasan Bina Sejahtera Warga Bulog { Yanatera ) scbesar Rp 33
Milivar, Kemudian disusul dengan skandal dana bantuan Sultan Brunei
Darussalam sebanvak US S 2 juta. Dua kasus vang dikenal sebagal Buloggate dan
Bruneigate itw menjadi batu sandungan Abdurrahman Wahid schingea kermudian
DPR membentuk Panitia Khesus { Pansus ) owang menvelidiki dugzan

penvimpangan dana tersebut.

Menjelang Sidang Istimews MPR RI vang seharusnya dindakan pada
tangeal 1-7 Agustus 2001, Presiden Abdurraliman Wahid mengeluarkan kebijakan
vimg kaontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, vailu
memberhentikun Jenderal Polisi 5. Bimantoco sebagal Kapoelrt dan menggantinyi
dengan Kaomisaris Jenderal Polisi Chacruddin lsmail. Kebijakan ini dinilal

melanpgar Pasal 7 ayat 3) Ketetapan MPR Noo V1 0 MPR /2000 yang

Lihat Tesoo, Wo. SOOI 18 Febraari 2008, hal 240
* Lihat Scewntn Mulvosudarme, Peralilan Kefvasaan: Kajiak Teariiis o Ynridis Teehadap
Pidkaro Menvoksars, Gramedia, Jakaera, 1997
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BAR IV

PENUTUP
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Sebapai bagian penutup dar tulisan ini, maka penulis dapat menarnk e

kesimpulan sebagal berikut:

1. Bahwa, menurut ketentoan-ketentvan  peraturan  perundang-undangan
tentang pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya sebelum
perubahan ketiga UUD 1945, lebih banyak dan rinei diatur dalam Tap
MPR, sedangkan dalam UUD 1945 sendiri tidak memberikan ketentuan
vang eksplisit mengenai pemberhentian Presiden & tengah masa
jabatannva. MNamun di dalam Penjelasan UUD 1945, terdapat landasan
mengenai prosedur pemberhentian Presiden. Mengenai kesahan Penjelasan
UUD 1945 ini szebagai bagian integral dam UTD 1945 sudabh tidak
disangsikan lag.

Bahwa pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid telab dilakukan

-2

secara  konstitusional, Pemberhentan  Presiden  Abdurrahmman  Wahid
digwali dengan pemberian Memorandum pertama dan Memorandum
kedua oleh DPR. Karena Presiden Abdwrabman Wahid ridak
mengindahkan Memorandum yang dimaksud, maka DPPR meminta MPR
mengadakan  sidang  istimewa  uniuk meminta  peranpggungiawaban
Presiden. Melalui SI MPR  inilab  Presiden Abdurrabiman  Wahid

diberhentikan olech MPE.
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